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 Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli 
Cacing Nipah (Pumpun)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil obseravsi 
penulis terhadap penjual maupun pembeli yaitu karena adanya persoalan 
mengenai besar atau kecil ukuran cacing nipah (pumpun) yang sudah di masukkan 
ke dalam wadah atau plastik tanpa di ketahui oleh pembeli.  
 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 
pelaksanaan jual beli cacing nipah (pumpun) pada toko oke pancing di Kelurahan 
Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah 
terhadap jual beli cacing nipah (pumpun) pada toko oke pancing di Kelurahan 
Gunting Saga Kecamatan Kualuh selatan. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), 
dilakukan di Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan. Adapun yang 
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Penjual dan Pembeli Cacing Nipah 
(Pumpun) Pada Toko Oke Pancing. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang 
penjual dan 50 orang pembeli pada Toko Oke Pancing Di Kelurahan Gunting 
Saga Kecamatan Kualuh Selatan dengan teknik Accidental Sampling. Adapun 
sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
angket/kuisioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan 
deskriftif kualitatif, selanjutnya disusun dalam bentuk tulisan dengan 
menggunakan teknik induktif, deduktif, dan deskriftif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 
jual beli cacing nipah (pumpun) pada toko oke pancing di Kelurahan Gunting 
Saga Kecamatan Kualuh Selatan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan 
perspektif hukum ekonomi syariah saat pembeli yang membeli cacing nipah itu 
ridha dengan ketentuan yang telah diberikan oleh penjual toko oke pancing. Akan 
tetapi, apabila pembeli tidak ridha atau ikhlas dengan ketentuan yang diberikan  
oleh penjual maka tidak sah, karena pembeli merasa dirugikan dengan ukuran 
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A. Latar Belakang Masalah 
Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum-hukum) 
Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi 
dalam pergaulan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang 
lain agar saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan 
hidup.
1
 Dari definisi ini menggambarkan bahwa lingkup pembahasan hukum 
muamalah sangatlah luas, meliputi masalah nikah, talak, jual beli, perjanjian, 
peradilan dan kesaksian, kejahatan dan sanksinya, hibah, wakaf, warisan, dan 
lain sebagainya. Mazhab Syafi‟i membatasi muamalah dalam bidang yang 
sempit yaitu Kitab Buyu‟ atau masalah jual beli.
2
  
Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa 
saja yang di kehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah SWT 
berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah.
3
 Seperti yang dikatakan Sultan Duli 
yang teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah: 
“Agama Islam adalah jaminan keselamatan dan kesejahteraan untuk semua, 
dan tidak seorangpun yang perlu takut dan merasa ragu mengenai hal itu.”
4
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 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 3. 
 




Ibid, h. 152.  
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 Syamsuddin Nasution dan Suhayib Suhayib, “ Sejarah Perkembangan Islam Di Brunai 






Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, 
karena dalam setiap pemenuhan kebutuhanannya, masyarakat tidak bisa 
meninggalkan akad ini. Adapun syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) 
untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.
5
 Untuk 
mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu 
untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan 
berhubung dengan orang lain, sehingga memungkinkan akan terbentuk akad 
jual beli.
6
 Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah 
merupakan kajian yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan 
zaman, bentuk dan model, model dalam sistem jual beli pun semakin 
bervariatif.  
Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai‟ yang berarti 
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-
bai‟ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, 
yakni kata asy-syara‟ (beli). Dengan demikian, kata al-bai‟ berarti jual, tetapi 
sekaligus juga berarti beli.
7
 Adapun makna bay‟i (jual-beli) menurut istilah 
ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan 
oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: “Akad saling mengganti 
dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau 
manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada 
                                                             
5
 Sohari Sahrani, dkk. Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65. 
 












Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang 
mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak 
sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara‟. Yang 
dimaksud sesuai dengan ketentuan syara‟ ialah bahwa dalam jual beli harus 
memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada 
kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya 
tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.
9
 
Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam QS. 
An-Nisa‟(4): 29 
ٍْ حََساٍض  ٌَ حَِجبَزةً َع ْٕ ٌْ حَُك ٰٓ اَ ٍَُُْكْى بِبْنبَبِطِم اَِلَّ انَُكْى بَ َٕ ا اَْي ْٰٕٓ ا ََل حَأُْكهُ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ٌْ ٰٓبٌََُّٓب انَِّر ٌٰ
ب ً ٍْ ٌَ بُِكْى َزِا َ  َكب
ٌَّ للّاٰ َْفَُسُكْى ۗ اِ ا اَ ْٰٕٓ ََل حَْقخُهُ َٔ ُُْكْى ۗ   يِّ
 
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu.”  
 
Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki 
tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu cara yang bertentangan dengan 
hukum Islam misalnya gharar, riba, pemaksaan dan lain-lain, selain itu perlu 
juga didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang 
melakukan transaksi. 
Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli ini terdapat dalam QS. 
Al-Baqarah (2): 275 
                                                             
8
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 24. 
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 ُ أََامَّ للاَّ بَٕا اْ َٔ َاسَّ َو انسِّ َٔ   ٍَْ  ... ا ْنبَ
“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba…”  
Berdasarkan dasar hukum diatas, jelaslah bahwa jual beli memang 
telah diperbolehkan. Adapun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya 
rukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dari obyek transaksi dapat 
diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitu pula 
dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri 
tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun. Jual beli merupakan bagian 
dari ta‟awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang 
membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti 
menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli 
merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah 
SWT. 
Sesuai dengan namanya, toko oke pancing menjual berbagai alat 
pancing, seperti: Joran, reel, kail, tas joran, accesorris, umpan dan lain 
sebagainya. Serta melayani baik grosir maupun eceran. Selain itu juga 
melaksanakan melaksanakan jual beli cacing nipah. Bisnis jual beli cacing 
nipah merupakan sebuah peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan yang 
besar serta banyak diminati oleh pemancing dikala musim udang.  
Usaha ini menjanjikan karena omzet penjualan yang sangat besar, 
selain itu modalnya juga lumayan banyak, Jika pembeliannya banyak 





sekitar 100 ekor cacing perminggu ke distributor yang ada di Tanjung Balai 
dan Batubara. Penjualan cacing nipah juga laku keras dan hanya memakan 
waktu semingguan lebih untuk menjual cacing nipah sekitar 100 ekor.  
Biasanya setiap pembelian cacing nipah tidak semuanya bagus, tetapi 
ada yang mati dari sananya. Oleh sebab itu, ada kerugian didalam toko oke 
pancing karena cacingnya tidak dapat dikembalikan. Kasus seperti ini sudah 
pernah terjadi, bahkan pernah sebagian cacing nipah mati dan menimbulkan 
aroma yang tidak mengenakkan/ busuk. 
Di dalam praktiknya, karyawan atau penjual yang mengambilkan 
cacing nipah karena jika pembeli yang mengambil cacing nipah sendiri 
takutnya nanti banyak cacing nipah yang putus badannya karena ditarik paksa 
oleh pembeli. Hal ini yang membuat penjual berinisiatif untuk menjual cacing 
nipah dan diletakkan ke dalam wadah atau plastik agar lebih mudah dan 
praktis. Cacing nipah memiliki warna merah segar dan ada juga yang sedikit 
pucat, selain itu ukuran cacing nipah bervariasi ada yang besar maupun kecil. 
Besar atau kecilnya ukuran cacing tidak mempengaruhi harganya, karena 
harganya tetap saja sama. Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen dalam 
membeli cacing nipah (pumpun) di toko tersebut.  
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 
penelitian untuk menyusun skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Fiqh 






B. Batasan Masalah  
Agar penelitian ini dapat lebih terarah, maka penulis membatasi 
permasalahan ini tentang Sistem Jual Beli Cacing Nipah (Pumpun) Pada 
Toko Oke Pancing Di Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan 
Studi Kasus Pada Tahun 2021. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Cacing Nipah di Toko Oke Pancing, di 
Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan ? 
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli 
Cacing Nipah di Toko Oke Pancing, di Kelurahan Gunting Saga, 
Kecamatan Kualuh Selatan ? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara 
umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara 
lain: 
1. Tujuan penelitian ini adalah : 
a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Cacing Nipah di Toko Oke 





b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan 
Jual Beli Cacing Nipah di Toko Oke Pancing, di Kelurahan Gunting 
Saga, Kecamatan Kualuh Selatan. 
2. Kegunaan Penelitian ini adalah : 
a. Untuk melengkapi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Hukum pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum di Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
b. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan 
pengabdian kepada masyarakat. 
c. Untuk menambah pengalaman atau khazanah ilmu pengetahuan 
keislaman, khusus masalah jual beli (al-bai‟). 
 
E. Metode Penelitian  
Metode merupakan langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada 
dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah tidak dipertanyakan lagi karena bersifat 
aplikatif. Bila metode dikatikan dengan upaya ilmiah, maka metode 
menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek 
yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. 
Penelitian (research) berarti mencari, menjelajahi  dan menemukan 
makna kembali secara berulang-ulang. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Penelitian di definisikan sebagai kegiatan pengumpulan, 





objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis 
untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.
10
 
1. Jenis penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sifat 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu mengambil 
masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah 
sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang 
kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.   
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Toko Oke Pancing, di Kelurahan 
Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu 
Utara. 
3. Subjek dan Objek Penelitian  
a. Subjek penelitian adalah Penjual dan pembeli di toko oke pancing. 
b. Objek penelitian adalah Pelaksanaan jual beli cacing nipah di toko 
oke pancing. 
4. Populasi dan Sampel Penelitian 
a. Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai 
generealisasi hasil penelitian.
11
 Populasinya adalah orang yang 
membeli cacing nipah di toko oke pancing. 
                                                             
10 Sofyan, Metode Penelitian Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 1-5. 
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b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan 
menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.
12
 Sample 
yang digunakan adalah Accidental Sampling. Maka yang menjadi 
sample dalam penelitian ini sebanyak 51 Orang, 1 orang penjual dan 
50 orang pembeli cacing nipah (pumpun). 
5. Sumber Data  
a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui responden 
dilapangan yakni penjual dan pembeli di toko oke pancing. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi-instansi 
terkait, buku-buku kitab Fiqh serta literatur lain yang memungkinkan 
berhubungan dengan penelitian ini. 
6. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah Prosedur yang sistematik dan 
standar untuk memperoleh data yang diperlukan.
13
 Adapun metode 
pengumpulan data dengan cara : 
a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan 
atau pengamatan langsung, serta memperhatikan dan mengamati 
masalah yang diteliti dilokasi penelitian.
14
 
b. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan 
untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara 
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c. Angket/ Kuisioner, Angket adalah suatu teknik pengumpulan data 
dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada 




d. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan 
tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang 
pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. 
7. Analisis Data  
Setelah data diperoleh, maka teknik analisis data yang digunakan, 
yaitu: metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono,
17
 metode deskriftif 
kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta 
yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada 
kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil 
kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. 
8. Metode Penulisan 
a. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada 
hubungannya  dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat khusus 
dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. 
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b. Deduktif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan data yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum 
lalu diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 
c. Deskriptif, yaitu penulisan yang mengumpulkan fakta-fakta serta 
menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa. 
F. Sistematika Penulisan  
Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini serta 
untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan dari penelitian ini, 
maka disusunlah penulisan kedalam lima bab sebagai berikut : 
BAB I  :  PENDAHULUAN  
  Pada bab pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, 
Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 
Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
 BAB II :  TINJAUAN LOKASI PENELITIAN 
  Pada bab ini membahas mengenai lokasi penelitian di Toko Oke 
Pancing yang berada di Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan 
Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara. 
BAB III  :  TINJAUAN TEORITIS 
  Dalam bab ini penyusun menguraikan pengertian jual beli, dasar 
hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual 






BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Pada bab ini menguraikan pembahasan hasil penelitian mengenai 
pelaksanaan jual beli cacing nipah di toko oke pancing yang 
dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Gunting Saga, 
Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan 
Tinjauannya dalam Fiqh Muamalah.   
BAB V :  PENUTUP 
  Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan 
dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala 













TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Kelurahan Gunting Saga 
Pada masa lalu sekira tahun 1800 an Gunting Saga belum ada namun 
daerah ini termasuk dalam wilayah Kesultanan Kualuh. Pada tahun 1900 oleh 
Tarida Sagala bersama-sama dengan mertua yang bernama Bintangun Siagian 
membuka perkampungan yang terletak dihutan (kampong) yang saat ini 
dikenal dengan Pangasean (lingkungan XIII saat ini).
18
 
Pada masa-masa terbentuknya kampung ini Tarida Sagala dan 
Bintangun Siagian mengajak kaum family untuk tinggal dan menetap 
dikampung ini secara perlahan dengan berjalannya waktu dan dalam tempo 
yang tidak telalu lama perkampungan ini berangsur ramai.  
Pada masa ini selurah masyarakat hampir dikatakan berkeyakinan 
palbegu, mengingat wilayah ini termasuk dalam wilayah Kesultanan Kualuh 
yang identik dengan Islam dengan pusat pemerintahan di Tanjung Pasir secara 
otomatis huta (kampung) diwarnai dengan ke Islaman dan secara perlahan 
penduduk huta (kampung) memeluk agama Islam dan pada tahun 1909 setelah 
Tarida Sagala memeluk agama Islam oleh Sultan Kualuh Tarida Sagala 
diangkat menjadi Ketua yang berarti Kepala Kampung. Dan sejak saat inilah 
roda pemerintahan didaerah ini mulai berjalan dan diakui keberadaannya. 
Setelah memeluk agama Islam Tarida Sagala berganti nama menjadi 
Muhammad Isya Sagala dan dari sinilah cikal bakal pemerintahan yang ada 
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saat ini. Pada masa pemerintahan Traida Sagala (Muhammad Isya Sagala) 
wilayah huta mencakup sampai kepada wilyah Desa Sidua-dua saat ini. 
Seiring dengan berdirinya pemerintahan dikampung (huta) dan dengan 
bertambahnya jumlah penduduk maka dirasa perlu untuk memberi nama yang 
sebenarnya terhadap kampung (huta) ini. Berdasarkan musyawarah kampung 
oleh Muhammad Isya Sagala (Tarida Sagala), Lobe Daga Pohan dan Uak 
Lobe Lubis disepakatilah nama kampung (huta) dengan nama Gonting Saga. 
Penetapan nama Gunting Saga diambil dari tanah genting yang diatasnya 
tumbuh pohon saga yang dipergunakan penduduk sebagai tambatan tali 
perahu (sampan). Lokasi ini berada dihulu sungai dengan jarak ± 1 Km kearah 
hulu sungai kualuh (dari jembatan jalinsum) dan berada dilingkungan XII saat 
ini. 
 
B. Letak Geografis Kelurahan Gunting Saga 
Kelurahan Gunting Saga terletak pada posisi yang strategis dimana 
wilayah ini dilalui oleh 3 jalur transfortasi utama, yaitu: 
1. Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan privinsi-provinsi se 
Indonesia. Posisi Kelurahan Gunting Saga tepatnya berada pada Km 224 
dari Medan Provinsi Sumatera Utara. 
2. Jalur Lintasan Kereta Api yang menghubungkan Medan Rantau Prapat. 
3. Jalur Sungai yang menghubungkan Kelurahan Gunting Saga arah timur 






Kelurahan Gunting Saga memiliki luas 1.000 Ha dengan batas-batas 
wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah utara berbatas dengan PTPN III Kebun Membang Muda Sebelah 
selatan berbatas dengan Desa Damuli Pekan. 
2. Sebelah barat berbatas dengan Desa Sidua-dua/Desa Parpaudangan. 
3. Sebelah timur berbatas dengan Desa Tanjung Pasir/Desa Simangalam.19 
Kondisi geografis Kelurahan Gunting Saga berada pada ketinggian 20 
m dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata pertahun 30 mm/tahun, 
bentuk wilayah (fotografi) rendah dengan suhu rata-rata 30° C. Orbitasi jarak 
dari pusat pemerintahan Kelurahan Gonting Saga berada pada posisi jarak 6 
Km dari pusat pemerintahan Kecamatan dan 5 Km dari pusat pemerintahan 
Kabupaten, sedangkan jarak dari pusat pemerintahan Provinsi 224 Km dan 
jarak dari ibu kota Negara 2000 Km. 
 
C. Potensi Kelurahan Gunting Saga 
1. Wilayah Kelurahan Gunting Saga Menurut Jenis Penggunaannya 
Kelurahan Gunting Saga memiliki wilayah seluas ± 1.000 Ha 
dengan peruntukan : Untuk kawasan pemukiman 100 Ha atau 10 % dari 
luas wilayah, kawasan pabrik atau industri 1 Ha atau 0,1 % dari jumlah 
wilayah, perkebun rakyat (sawit/karet) 823 Ha atau 82,3 % dari luas 
wilayah, untuk pekuburan 6 Ha atau 0,6 % dari luas wilayah, sedangkan 
untuk kawasan sungai dan lain-lain 70 Ha atau 7 % dari luas wilayah. 
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2. Kelembagaan Kelurahan Gunting Saga 
Adapun lembaga yang ada di Kelurahan Gunting Saga sebagai 
berikut: 
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
b. Tim Penggerak PKK Kelurahan Gunting Saga 
c. Karang Taruna Kelurahan Gunting Saga  
3. Sarana dan Prasarana 
Pembangunan infrastruktur di Kelurahan Gunting Saga mencakup 
beberapa bagian yang telah dapat dipergunakan, yaitu: 
a. Sarana Jalan 
Untuk pembangunan jalan pada awal nya sumber pendanaan berasal 
dari swadaya masyarakat dan dipermanenkan oleh Pemerintah 
Kabupaten melalui dana APBD. Sedangkan sarana kesehatan dan 
pendidikan sumber pendanaan berasal dari Pemerintah Provinsi 
maupun Daerah kecuali sarana rumah ibadah hampir dapat dikatakan 
keseluruhan sumber dana pembangunan sarana rumah ibadah berasal 
dari swadaya masyarakat. 
b. Sarana Kesehatan 
 Untuk sarana kesehatan memiliki 1 unit Puskesmas Model Rawat Inap 
yang berlokasi dilingkungan I. PU, 1 unit Pustu berlokasi di 
lingkungan XIV. Sei Birong dan 1 unit Polindes berlokasi 






c. Sarana Pendidikan 
 Untuk sarana pendidikan Kelurahan Gunting Saga memiliki SD Negeri 
5 unit, SD/MI Swasta 3 unit, SMP/MTS Swasta 2 unit, SMA/MAS 1 
unit. 
d. Sarana Rumah Ibadah 
 Untuk sarana rumah ibadah Kelurahan Gunting Saga memiliki 9 unit 
Mesjid, 8 unit Musholla, 7 unit Gereja.  
e. Sarana Industri 
 Untuk sarana industri Kelurahan Gunting Saga memiliki 4 unit industri 
kerajinan rotan, 1 unit kilang penggiling padi. Khusus untuk 
infrastruktur jalan dan jembatan selain dari APBD Kelurahan Gunting 
Saga sejak tahun 2007 hingga 2013 memperoleh bantuan dana dari 
PNPM MANDIRI. 
4. Sosial, Agama, Budaya, Keamanan dan Ketertiban 
Seperti telah diuraikan sebelumnya Kelurahan Gunting Saga terdiri 
dari berbagai suku atau etnis antara lain batak mandailing, batak toba, 
karo, jawa, padang, nias, china dan banjar. Bila dilihat dari sisi sosial 
kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari terlihat bahwa interaksi 
sesama anggota masyarakat sudah sangat membaur sehingga didalam 
pergaulan keseharian sudah merupakan satu kesatuan dengan tidak 
membeda-bedakan etnis/suku dan agama hal ini dapat terlihat dengan jelas 





satu sama lain saling bahu membahu untuk meringankan beban salah satu 
anggota masyarakat yang tertimpa kesusahan (kemalangan/musibah). 
Bila dilihat dari sisi agama, suku dan budaya, penganut agama 
terbesar adalah agama Islam  dan suku terbesar adalah  suku batak dengan 
kebudayaan yang sudah membudaya ditengah-tengah masyarakat adalah 
budaya melayu, hingga saat ini tatanan kehidupan sosial, agama maupun 
budaya senantiasa hidup dalam kebersamaan dan keharmonisan sesama 
anggota masyarakat meskipun berlainan agama ataupun suku/etnis. 
Dalam kehidupan berbudaya meskipun suku dominan atau yang 
terbesar adalah suku batak namun budaya yang berlaku ditengah-tengah 
masyarakat adalah budaya melayu hal ini terlihat jelas dalam prosesi 
pernikahan hampir keseluruhannya masyarakat Kelurahan Gunting Saga 
menggunakan adat/budaya melayu. Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 
1909 awal mula berdiri Pemerintahan di Kelurahan Gunting Saga, hal ini 
mungkin disebabkan pada masa itu Kelurahan Gunting Saga yang pada 
masa itu (tahun 1909) disebut dengan huta termasuk dalam Kesultanan 
Kualuh yang merupakan bagian dari kerajaan melayu dan inilah salah satu 
faktor kebudayaan melayu hingga saat ini sudah tidak dapat dipisahkan 
dari masyarakat Gunting Saga. 
Dari sisi keamanan dan ketertiban pada saat ini Kelurahan Gunting 
Saga hampir dapat dikatakan aman dan tertib mengingat masa-masa 
sebelumnya daerah ini termasuk salah satu daerah paling rawan untuk 





secara perlahan. Sejak tahun 2000 pihak Pemerintah Kelurahan Gunting 
Saga yang saat itu dipimpin oleh Bapak Lurah HERI WAHYUDI MRP, 
SSTP dibantu dengan pihak Kepolisian dengan menurunkan salah satu 
personil melalui program BHABINKAMTIBMAS dengan menugaskan 
BRIPKA RAHMADI saling bahu membahu mengurangi tingkat 
kejahatan jalan dengan metode kekeluargaan dan persahabatan dengan 
merangkul sebagian masyarakat/tokoh masyarakat guna mendekati dan 
membina orang-orang yang memang dianggap dan diduga terlibat 
langsung dalam kegiatan kejahatan jalanan. Metode ini secara perlahan 
namun pasti sedikit demi sedikit kejahatan jalanan dapat berkurang dan 
metode pendekatan ini tetap berjalan hingga saat ini. 
5. Ekonomi 
Pada umumnya masyarakat Kelurahan Gunting Saga hidup dari 
sektor pertanian dan sebagian lagi hidup dengan mata pencaharian sebagai 
PNS, TNI, POLRI, wiraswasta, pedagang, nelayan dan profesi lain. Dan 
secara umum berkisar 70 % penduduk Kelurahan Gunting Saga dapat 
dikatakan sudah berpenghasilan cukup sedangkan 30 % lagi masyarakat 




D. Sejarah Berdirinya Pemerintahan 
Seperti yang telah diuraikan diatas pemerintahan di Gunting Saga sudah 
ada sejak tahun 1909 dengan diangkatnya Muhammad Isya Sagala sebagai 
Ketua (Kepala Kampung) oleh Sultan Kualuh. 
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 Dari tahun 1909 hingga tahun 1958 sebutan untuk pimpinan daerah 
ini disebut dengan Kepala Kampung kemudian tahun 1958 sampai dengan 
tahun 1981 disebut dengan Kepala Desa, dan dari tahun 1981 hingga saat ini 
pimpinan daerah ini disebut dengan Lurah sesuai dengan SK penetapan 
peralihan dari Desa kepada Kelurahan tertanggal 1 Januari 1981. 
Hingga saat ini tercatat sudah 17 nama yang menjadi pemimpin daerah 
ini mulai dari sebutan Kepala Kampung hingga Lurah dan dalam rentang 
waktu sejak tahun 1909 hingga dengan saat ini tahun 2021, antara lain :
21
 
Tabel II. 1 
No 
Nama Kepala Kampung/Kepala 
Desa/Lurah 
Periode Jabatan 
1 2 3 
1 M. Isa Sagala 1909 – 1939 
2 Hamzah Sagala 1939 - 1945 
3 Japar Lagutan 1945 - 1946 
4 M. Yusuf Isa S 1946 - 1948 
5 M. Asek Pase 1948 - 1949 
6 Jamuda Lela 1949 - 1950 
7 M. Dahlan Sagala 1950 - 1958 
8 H. Surung Ritonga 1958 - 1992 
9 Sargawi Lubis 1992 - 1996 
10 Abdul Fattah Siregar 1996 - 1998 
11 Sargawi Lubis 1998 - 1999 
12 Jimmy MD, SSTP 1999 - 2000 
13 Heri Wahyudi Mrp, SSTP 2000 - 2007 
14 Syamsuddin Ritonga 2007 - 2009 
15 Syarifuddin Pasaribu 2009 - 2012 
16 Kamaliana, S.Pd 2012 - 2015 
17 Suwedi, S.Sos 2015 - 2018 
18 Adi Harianto, S.E              2018 - Sekarang 
 
Kelurahan Gunting Saga terdiri dari 14 Lingkungan yang dipimpin 
oleh masing – masing Kepala Lingkungan, antara lain : 
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1 2 3 
1 Khairot Sitorus Kepala Lingkungan I. PU 
2 Harmen Marpaung Kepala Lingkungan II. Palang 
3 Abdul Rasyid Kepala Lingkungan III. Pekan Barat 
4 Sunaryo Marpaung Kepala Lingkungan IV. Pekan Timur 
5 Abdul Jamil Kepala Lingkungan V. Panjang Bidang I 
6 
Gimin Kepala Lingkungan VI. Panjang Bidang 
II 
7 Selamat Kepala Lingkungan VII. Td. Bolon 
8 M. Yunus Kepala Lingkungan VIII. Tanah Tinggi 
9 Jairul Amnur Kepala Lingkungan IX. Rantau Selamat I 
10 T. Hutahaean Kepala Lingkungan X. Rantau Selamat II 
11 





Kepala Lingkungan XII. Gunting Saga 
Atas II 
13 Suroso Kepala Lingkungan XIII. Pengasean 
14 Parno Kepala Lingkungan XIV. Sei Birong 
 
 
a. Aparatur Pemerintah Kelurahan Gonting Saga terdiri dari : 
1. Lurah    : 1 orang 
2. Sekretaris Lurah              : - 
3. Kasi Pemerintahan    : 1 orang 
4. Kasi Sosial    : 1 orang 
5. Kasi Trantib    : 1 orang 
6. Staf Kelurahan             : 9 orang 
7. Kepala Lingkungan          : 14 orang 
b. Tim Penggerak PKK Kelurahan 






c. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan : 
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  
Ketua : H. Mukhtar Sembiring 
Jumlah anggota : 40 orang 
2. Karang Taruna 
Ketua : Arzenal Arwi 
Jumlah anggota : 35 orang. 
d. Struktur Organisasi Kelurahan Gunting Saga 
 
e. Aspek Demografi/Kependudukan 
 Kelurahan Gunting Saga memiliki jumlah penduduk sebanyak 
6.896 jiwa terdiri dari laki-laki 3.501 jiwa, perempuan 3.395 jiwa dengan 





Kelurahan Gunting Saga berdasarkan agama terdiri dari : agama Islam 
sebanyak 6.528 orang dan agama Kristen Protestan sebanyak 255 orang, 
Kristen Khatolik sebanyak 145 orang, sedangkan dilihat dari kesukuan 
Kelurahan Gunting Saga terdiri dari beberapa suku antara lain suku batak 
dengan jumlah 3.966 jiwa, suku jawa berjumlah 2.610 jiwa , sedangkan 
untuk suku Padang , Nias , Banjar , dan etnis China secara keseluruhan 
berjumlah sekitar 320 jiwa, dari data ini dapat dilihat bahwa suku terbesar 
didominasi oleh suku Batak kemudian suku Jawa dan sebahagian kecil 
Padang , Nias , Banjar dan etnis China. 
 Dilihat dari sisi pekerjaan mayoritas penduduk Kelurahan Gunting 
Saga bekerja sebagai petani dan buruh tani, hal ini mencapai 59 % dari 
jumlah penduduk atau sekitar 4.076 jiwa sedangkan penduduk yang 
berprofesi sebagai PNS, wiraswasta (pengusaha), TNI, POLRI atau profesi 
lainnya sejumlah 41 % dari jumlah penduduk atau sekira 2.820 jiwa. 
 Sedangkan klasifikasi penduduk berdasarkan pendidikan tercatat 
bahwa tidak / belum pernah sekolah sejumlah 1.548 jiwa atau sekitar 22,4 
%, yang tidak/belum tamat sekolah SD sejumlah 1.194 jiwa atau sekitar 
17,3 %, SMP sejumlah 1.378 jiwa atau sekitar 20 %, SMA sejumlah 1.578 
jiwa atau sekitar 22,9 %, Diploma I-III sejumlah 399 jiwa atau sekitar 5,8 
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TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI 
 
A. Definisi Jual Beli 
Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bai‟ yang berarti 
menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-
bai‟ dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, 
yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-bai‟ 
mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut 
Hanafiyah pengertian jual beli (al-bay) secara definitif yaitu tukar menukar 
harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan 
melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, 
Syafi‟iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-bai‟) yaitu tukar menukar harta 
dengan harta pula dalam pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut 
pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Syariah, bai‟ adalah jual beli antara benda 
dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Sayid sabiq 




Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli adalah tukar 
menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika 
uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem 
barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan bai‟ al-muqayyadah. 
Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan 
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sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, 
sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan 
dengan nilai mata uang tertentu, misalnya: Indonesia membeli spare part 




B. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur‟an, 
sunnah, dan ijma‟ para ulama. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh 
ajaran Islam,
25
 Adapun dasar hukum dari Alqur‟an antara lain: 
1. Dasar Hukum dalam Al-Qur‟an 
a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275: 
بَٕا اْ  َاسَّ َو انسِّ َٔ   ٍَْ ُ ا ْنبَ أََامَّ للاَّ َٔ ... 
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 
Redaksi Al-Qur‟an: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli” ini 
memberi pengertian halalnya segala jenis jual beli, baik itu jual beli al-
muqabadhah (ada uang ada barang), jual beli ash-sharf (pertukaran mata 
uang), jual beli as-salam (pesanan/ inden; uang dahulu barang 
belakangan), maupun jual beli al-muthlaq (barang dahulu barang 
belakangan); baik secara tunai (kontan) maupun utang (kredit); baik secara 
nafidz (sah, berjalan, berlanjut, yakni yang langsung mengubah 
kepemilikan) maupun mauquf (digantungkan, yakni mengubah 
                                                             









kepemilikan setalah diperbolehkan); baik dengan tawar-menawar maupun 
tanpa tawar-menawar (saling percaya saja). 
Jual beli itu mencakup al-murabahah (jual beli dengan harga jual 
lebih tinggi daripada nilai modal), at-tauliyah (jual beli dengan harga jual 
sama seperti nilai modal), al-wadhi‟ah (jual beli dengan harga jual beli 
lebih rendah daripada nilai modal), atau al-muzayadah (lelang). 
Semua jual beli ini dan selainnya halal karena tergolong jual beli 
yang dihalalkan Allah SWT. Jual beli yang diharamkan hanyalah yang 
diharamkan Allah dan Rasul-Nya melalui nash yang muhkam (terang, 




b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282: 
ُ فُُسٌٕق بُِكْى ۗ  ٌْ حَْفَعهُٕا فَإََِّّ إِ َٔ ٌٍِٓد ۚ  ََل َش َٔ ََل ٌَُضبزَّ َكبحٌِب  َٔ ُِٓدٔا إَِذا حَبَبٌَْعخُْى ۚ  أَْش َٔ
ٍء َعهٍِىٌ  ًْ ُ بُِكمِّ َش للاَّ َٔ  ۗ ُ ُكُى للاَّ ًُ ٌَُعهِّ َٔ  ۖ َ احَّقُٕا للاَّ َٔ  
 
“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis 
dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang 
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 
dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.” 
 
c. Surah An-Nisa‟ (4) ayat 29: 
ٍْ حََساٍض  ٌَ حَِجبَزةً َع ْٕ ٌْ حَُك ٰٓ اَ ٍَُُْكْى بِبْنبَبِطِم اَِلَّ انَُكْى بَ َٕ ا اَْي ْٰٕٓ ا ََل حَأُْكهُ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ٌْ ٰٓبٌََُّٓب انَِّر ٌٰ
ب ً ٍْ ٌَ بُِكْى َزِا َ َكب
ٌَّ للّاٰ َْفَُسُكْى ۗ اِ ا اَ ْٰٕٓ ََل حَْقخُهُ َٔ ُُْكْى ۗ   يِّ
 
“Hai orang yang beriman, jangnlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan Janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang 
kepadamu.” 
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2. Dasar Hukum dari Hadist 
a. Hadis Rifa‟ah ibnu Rafi‟: 
َسهََّى ُسئِمَ  َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ ًَّ َصهَّى للاَّ ٌَّ انَُّبِ ُُّْ  أَ ُ َع ًَ للاَّ ٍِ َزافٍِ  َزِض ٍْ ِزفَبَعتَ ْب : أَيُّ َع
ُكمُّ بٍٍَْ  َيْبُسٍٔز  َٔ  ، ِ ُجِم بٍَِِد ُم انسَّ ًَ  اْنَكْسِب أَْطٍَُب ؟ قَبَل : َع
 
“Dari Rifa‟ah ibnu Rafi‟ bahwa Nabi Saw ditanya usaha apakah yang 
paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya 
sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar 




Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya berdagang adalah 
pekerjaan yang paling baik, yaitu apabila ia terlepas dari transaksi yang 
haram, seperti riba, penipuan, tipu daya dan pemalsuan serta hal-hal 
lainnya, berupa memakan harta manusia dengan bathil, dan hadits di atas 
menunjukkan jual beli yang baik adalah jual beli yang terjadi sesuai 
dengan tuntutan syariat, yaitu dengan terkumpulnya syarat, rukun dan hal-
hal yang menyempurnakan jual beli, tidak adanya hal yang mencegah dan 
hal-hal yang merusak syarat-syarat jual beli. Kemudian di dalamnya telah 
terkumpul syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu dan hal-hal yang 
mencegah juga tidak ada seperti penipuan, ketidaktahuan, perjudian, hal-




3. Dasar Hukum dalam Ijma‟ 
Legistimasi dari ijma‟ adalah ijma‟ ulama dari berbagai kalangan 
mazhab telah bersepakat akan disyarakatkannya dan dihalalkannya jual 
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beli. Jual beli sebagai mu‟amalah melalui sistem barter telah ada sejak 
zaman dahulu. Islam datang member legistimasi dan member batasan dan 
aturan agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi kezaliman atau tindakan 
yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks 




Dari ayat-ayat Al-qur‟an dan hadis-hadis serta ijma‟ yang 
dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan 
yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di 
akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin. 
Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang 
diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia 
pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua 
orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya 
kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jual beli, maka 
manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif 
karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. 
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C. Rukun Jual Beli 
 Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang 
berakad (penjual dan pembeli), dan ma‟qud alaih (objek akad).
30
 Rukun Jual 
Beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling 
tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul 
adalah perbuatan yang menunjukkan kesedihan dua pihak untuk menyerahkan 
milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan 
perbuatan. 
Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu: 
1. Penjual 
2. Pembeli 
3. Shighat, dan 
4. Ma‟qud „alaih (objek akad).31 
  Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat tiga unsur 
jual beli, yaitu:  
1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli terdiri 
dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian 
tersebut.  
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda, benda berwujud dan tidak 
berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak, serta benda terdaftar dan 
tidak terdaftar.  Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: 
Barang yang diperjualbelikan harus tersedia, barang yang dijual harus bisa 
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diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang 
mempunyai nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, 
barang yang dijual harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang 
diperjualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat 
langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan 
barang yang dijual harus ditentukan dengan pasti pada saat akad. Jual beli 
dapat dilakukan untuk: barang yang diukur menurut porsi, jumlah, berat, 
atau panjangnya, baik dalam satuan maupun keseluruhan, barang yang 
ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang ditentukan, sekalipun 
kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan 
komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah 
terjual. 
3. Kesepakatan. Kesepakatan bisa dilakukan dengan tulisan, lisan, dan 
isyarat, ketiganya memiliki arti hukum yang sama. 
 Ada dua bentuk akad, yaitu:  
1. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul, ljab yaitu kata-
kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: Penjual berkata: “Baju ini 
saya jual dengan harga Rp 10.000,-”. Kabul, yaitu kata-kata yang 
diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata: “Barang saya terima”.  
2. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan mu‟athah. Misalnya: 










D. Syarat-syarat Jual Beli 
Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu: 
1. Syarat in‟iqad (terjadinya akad); 
2. Syarat sahnya akad jual beli; 
3. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz); 
4. Syarat mengikat (syarat luzum).33 
Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah 
terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak 
yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan).  Apabila 
syarat in'iqad (kejadian akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi 
batal.  Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah, akad 
menjadi fasid.  Jika syarat nafadz (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka 
akad menjadi mauquf (memenuhi), dan syarat luzum (mengikat) yang tidak 
terpenuhi, maka akad menjadi mukhayyar (diberi kesempatan memilih) antara 
diteruskan atau dibatalkan.  
1. Syarat Terjadinya Akad (In‟iqad) 
Syarat in'iqad adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli 
dipandang sah menurut syara‟. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka 
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akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan 
mengenai syarat in'iqad ini.  




a. Syarat berkaitan dengan 'âqid (orang yang melakukan akad);  
 Syarat untuk âqid (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan 
pembeli ada dua:  
1) Âqid harus berakal yakni mumayyiz. Maka tidak sah akad kan oleh 
orang gila, dan anak yang belum berakal (belum mumayyiz). 
Hanafiah tidak mensyaratkan âqid harus baligh. Dengan demikian, 
akad yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz (mulai umur tujuh 
tahun), hukumnya sah. Berkaitan dengan tasarruf anak mumayyiz 
ini, Hanafiah membaginya kepada tiga bagian:
35
 
(a) Tasarruf yang bermanfaat 100%, misalnya menerima wasiat, 
hibah, dan  sedekah.  Tasarruf macam yang pertama ini 
hukumnya sah tanpa menunggu persetujuan dan persetujuan 
wali. 
(b) Tasarruf yang merugikan 100%, misalnya talak, memberikan 
hibah, dan wasiat. Tasarruf macam yang kedua ini hukumnya 
tidak sah, dan tidak bisa dilangsungkan, meskipun dukungan 
dan disetujui oleh wali, karena ia tidak memiliki kewenangan 
untuk menjalankan tasarruf yang merugikan. 
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(c) Tasarruf yang mengandung kemungkinan untung dan rugi, 
seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Tasarruf macam 
yang ketiga hukumnya sah, tetapi pelaksanaannya mauquf 
(menunggu) persetujuan wali.  Jika wali rekomendasi maka 
akad bisa dilaksanakan, dan tidak ada wali tidak maka akad 
menjadi batal. 
2) „Aqid (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak 
sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang 
yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, ketetapan dilakukan 
oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah 
umur dengan harga pasaran.  Hal ini karena dalam jual beli terdapat 
dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan.  Dan 
sekaligus menjadi hal yang mustahil, pada saat yang sama satu 
orang yang bertindak sebagai penjual menyerahkan barang dan 
sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang. Hal ini berbeda 
dengan akad yang dilakukan adalah akad nikah. Dalam akad nikah 
satu orang bisa mewakili dua pihak, pihak mempelai laki-laki dan 
pihak mempelai perempuan. 
b. Syarat terkait dengan akad itu sendiri; 
Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus 
sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di ijabkan 





dan ijab, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan 
yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah. 
c. Syarat terkait dengan tempat akad; 
Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan 
qabul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab  dan qabul 
berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah. 
d. Syarat berkaitan dengan objek akad (ma‟qud 'alaih). 
Syarat yang harus dipenuhi oleh objek-objek (maqud' alaih) 
adalah sebagai berikut.  
1) Barang yang dijual harus maujud (ada). Oleh karena itu, tidak sah 
jual beli barang yang tidak ada (ma'dum) atau yang dikhawatirkan 
tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam 
kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak. Akan 
tetapi untuk beberapa jenis akad dikecualikan dari syarat ini, 
seperti jual beli salam, istishna‟, dan menjual buah-buahan di 
pohonnya setelah nampaknya sebagiannya. Ini menurut pendapat 
sebagian Hanafiah. 
2)  Barang yang dijual harus mâl mutaqawwim. Pengertian mâl 
mutaqawwim mengarahkan yang sudah dalam uraian yang lalu 
adalah setiap barang yang bisa dikuasai secara dan boleh diambil 
manfaat- nya dalam keadaan ikhtiyâr. Dengan demikan, tidak sah 






3)  Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan 
demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh 
seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik 
perseorangan, dan kayu bakar. 
4)   Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya 
akad jual beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang 
tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik si penjual, 
seperti kerbau yang hilang, burung  di udara, dan ikan di laut. 
2. Syarat Sah Jual Beli 
Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan 
syarat khusus.  Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap 
jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'.  Secara 
global akad jual beli harus terhindar dari 'aib:  
a. Ketidakjelasan (jahalah); 
b. Pemaksaan (al-ikrah); 
c. Pembatasan dengan waktu (at-tauqit); 
d. Penipuan (gharar); 
e. Kemudaratan (dharar); 
f. Syarat-syarat yang merusak.36 
 Suatu jual beli tidak sah bila tidak tepenuhi salah satu akad dari 
tujuh syaratnya, yaitu: 
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a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah 
pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, 
berdasarkan firman Allah dalam Qs. An-Nisaa‟ (4): 29, dan hadis Nabi 
Riwayat Ibnu Majah: “Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka 
sama suka).” 
b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu 
orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang 
dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah 
kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah 
seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Hal ini 
berdasarkan kepada firman Allah Qs. An-Nisaa‟ (4): 5 dan 6. 
c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh 
kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki 
tanpa seizin pemiliknya. Hal ini didasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat 
Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: “Jangannlah engkau jual 
barang yang bukan milikmu”. 
d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan Agama.  Maka, tidak 
boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-
lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: 
“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga 
mengharamkan nilai jual barang tersebut”. 
e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka 





diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: 
“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual 
beli gharar (penipuan)”. 
f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak 
sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat 
terlebih dahulu barang tersebut dan spesifikasi barang tersebut. Hal ini 
berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut. 
g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana 
penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang 




3. Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat Nafadz) 
Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut. 
a. Kepemilikan atau Kekuasaan 
 Pengertian kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah 
dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah menguasai sesuatu dan 
mampu mentasarrufkannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang 
ditetapkan oleh syara‟. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah 
kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan kewenangan 
itu adalah kewenangan yang diberikan oleh syara‟ sehingga dengan 
kewenangan itu kewenangan  akad yang menerapkan hukumnya sah 
dan dapat dilangsungkan.  
                                                             





 Kekuasaan itu adakalanya asli, yakni orang yang menguasai dan 
melaksanakannya sendiri, dan adakalanya niyabi (pengganti), yakni 
seseorang yang menguasai dan melaksanakan tugas dan melaksanakan 
orang lain yang ahliyah-nya tidak sempurna.  Penggantian ini 
adakalanya diberikan kuasa oleh pemilik sendiri, seperti wakil, atau 
diberikan kuasa oleh syara, seperti wali, washiy, dan hakim.   
b. Pada benda yang dijual (mabi ') tidak ada hak orang lain.  
 Apabila di dalam barang yang dijadikan objek tempat jual beli itu 
terdapat hak orang lain, maka akadnya mauquf dan tidak bisa 
dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak nafidz (dilangsungkan) jual beli 
yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang 
sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap 
rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya mauquf 
menunggu persetujuan murtahin (penggadai), dan musta'jir  
(penyewa). Jual beli semacam ini menurut Hanafiah tidak fasid, karena 
dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyah terhadap mâl 
mutaqawwim yang dimilikinya dan bisa diserahkan, tanpa ada 
kemudaratan. 
 Dilihat dari segi syarat nafadz ini, jual beli dapat dibagi kepada dua 
bagian, yaitu: 
1) jual beli nafidz (bisa dilangsungkan), yaitu jual beli yang 





2) jual beli  beli mauquf (ditangguhkan), yaitu jual beli yang 
rukunnya dan syarat in'iqad-nya terpenuhi, tetapi syarat nafadz-nya 
tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat nafadz ini adakalanya 
berkaitan dengan mabi '(objek jual beli), seperti jual beli fudhuli, 
dan adakalanya berkaitan dengan tasarruf, seperti jual beli anak 
yang mumayyiz. Jual beli fudhuli adalah suatu akad jual beli yang 
dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan, karena 
barang yang dijualnya milik orang lain. 
4. Syarat Mengikatnya Jual Beli (Syarat Luzum) 
Untuk mengikatnya (luzum-nya) jual beli disyaratkan akad jual beli 
terbebas dari salah satu jenis khiyâr yang membolehkan kepada salah satu 
pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyâr syarat, khiyâr 
ru'yah, dan khiyâr aib. Apabila di dalam akad jual beli terdapat satu dari 
jenis khiyâr ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang 
memiliki hak khiyâr, sehingga ia tidak membatalkan jual beli atau 
meneruskan atau menerimanya. 
 
E. Macam-macam Jual Beli 
Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam: 
1. Jual beli salam (pesanan) 
Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan 







2. Jual beli muqayadhah (barter) 
Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan 
barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 
3. Jual beli muthlaq 
Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 
disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. 
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar 
Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang 
biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti 
uang perak dengan uang emas. 
  Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat 
bagian: 
1.  Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah). 
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga 
aslinya (al-tauliyah). 
3. Jual beli rugi (al-khasarah). 
4. Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, 
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F.  Jual Beli Yang Dilarang (Batil) 
 Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis 




1. Bai‟ al Ma‟dum 
Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika 
kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidakabsahan 
akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan, wol yang 
masih di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainnya. 
Pelarangan ini bersandar pada sabda Rasul: “Nabi melarang jual beli habl 
al hablah” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu 
Umar), yakni anak onta yang masih berada dalam kandungan.
40
 
Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karena 
objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya 
tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak 
bisa diserahterimakan. 
Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah memperbolehkan bai‟ al ma‟dum, 
dengan catatan objek transaksi dapat dipastikan adanya di waktu 
mendatang karena adanya unsur kebiasaan („addah). Larangan bai‟ al 
ma‟dum tidak ditetapkan dalam Al-Qur‟an, hadits, dan kalam sahabat, 
yang ada hanyalah larangan dalam hadits terkait dengan bai‟ al gharar. 
Yakni, objek tidak mampu diserahterimakan, bukan berarti ada atau 
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tidaknya objek tersebut. Larangan ini bermuara pada adanya unsur gharar 
(ketidakjelasan, uncertainty). 
2. Bai‟ Ma‟juz al Taslim 
Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa 
diserahterimakan. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini 
walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung 
merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan 
lainnya. Ulama 4 madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, 
karena objek transaksi tidak bisa diserahterimakan dan mengandung unsur 
gharar. 
3. Bai‟ Dain (Jual Beli Hutang) 
Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk 
diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti 
uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, 
pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Bai‟ Dain biasanya dilakukan 




Jual beli hutang yang dilakukan secara tempo, lazim dikenal dengan 
bai‟ al kali bi al kali atau bai‟ ad-dain bi ad-dain. Kontrak ini dilarang oleh 
syara‟ karena terdapat larangan dalam hadits, Nabi saw melarang bai‟ al 
kali al kali (HR Daruquthni dari Ibnu Umar). 
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Bai‟ ad-dain ini biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki 
beban hutang, seperti pembeli membeli sebuah kendaraan seharga Rp. 
100.000.000, dan pembayaran dilakukan 3 bulan mendatang. Ketika telah 
jatuh tempo, pembeli tidak mampu melakukan pembayaran. Kemudian 
penjual yang memiliki piutang (hutang pembeli) tersebut menjualnya 
kepada pembeli dengan nilai Rp. 125.000.000, dengan tambahan waktu 2 
bulan mendatang, transaksi kemudian dilakukan tanpa adanya serah 
terima. 
Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu 
dengan adanya tambahan pembayaran. Atau piutang tersebut dijual kepada 
orang lain, seperti salwa memiliki piutang yang akan jatuh tempo sebulan 
mendatang, sebelum jatuh tempo, piutang ini kemudian dijual kepada 
najwa dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai piutang, 
transaksi ini juga identik dengan riba. 
4. Bai‟ al Gharar 
Secara harfiah, gharar bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi 
terhadap kerusakan. Bai‟ al gharar berarti jual beli barang yang 
mengandung unsur risiko.
42
 Menurut as-sarakhsi (Hanafiyah) gharar 
adalah sesuatu yang berakibatnya tidak diketahui. Al maliki mengatakan, 
sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, Syafiiyah 
menyatakan bahwa sesuatu yang belum bisa dipastikan. 
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Bai‟ al gharar adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan 
akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian 
finansial. Gharar bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, 
diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau 
sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan. 
Ulama fiqh sepakat atas ketidakabsahan bai‟ al gharar, seperti 
menjual anak onta yang masih dalam kandungan, ikan didasar lautan, dan 
lainnya. Yang termasuk dalam jual beli gharar adalah bai‟ al-ma‟dum, bai‟ 
al- mulamasah dan lainnya. Jika nilai gharar relatif kecil, seperti membeli 
pisang, apel, jeruk, semangka dengan hanya melihat kulitnya tanpa melihat 
isinya, menurut Malikiyah dan Hanabilah diperbolehkan secara mutlak, 
karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat. 
5. Asuransi 
Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian:
43
 “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 
dua pihak atau lebih, dengan pihak mana penanggung mengikatkan diri 
kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 
penggantian kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum 
kepada pihak ketiga yang mungkin akan terjadi, yang timbul dari peristiwa 
yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran atas meninggal 
atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”. Dari definisi umum 
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asuransi tersebut, dapat dikatakan bahwa pada kenyataan asuransi adalah 
pengalihan isiko (risiko transfer) dari satu pihak (peserta asuransi) kepada 
pihak lain yang diwakili perusahaan asuransi. Sementara akad yang 
dilakukan adalah akad pertukaran, yaitu pembayaran premi (oleh peserta) 
dengan pertanggungan (oleh perusahaan asuransi) ketika terjadi klaim. 
Jenis transaksi ini lazim dikenal dengan akad tabaduli (pertukaran, 
mu'awadlah) dan mengikat kedua pihak. Adapun asuransi ta‟awuni adalah 
sekelompok orang yang melakukan kesepakatan untuk mengatur risiko 
yang diderita oleh anggotanya, di mana masing-masing memberi- kan 
dana secara periodik. Ketika musibah (risiko) datang, akan di-cover 
dengan kumpulan dana tersebut (pool of fund). Dewasa ini, asuransi ini 
dikenal dengan asuransi syariah. 
Islam membolehkan asuransi dengan dasar ta'awun di mana ia masuk 
dalam kategori akad tabarru‟ dan saling membantu dalam kebaikan. Setiap 
anggota membayarkan sejumlah dana dengan dasar kerelaan untuk 
meringankan beban anggota lain ketika musibah (risiko) menimpanya, 
baik risiko kematian (asuransi jiwa), kebakaran. 
6. Jual Beli Barang Najis 
Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah 
tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. 
Tapi, perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing diizinkan. Karena 
secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu, 
sehingga dapat digolongkan sebagai harta.   Menjual barang najis dan 





kulit hewan, minyak dan lainnya. Intinya, setiap barang yang memiliki 
nilai manfaat yang dibenarkan syara‟, maka boleh ditransaksikan.
44
 
Menurut Malikiyah, tidak diperbolehkan menjual anjing, walaupun 
untuk penjagaan ataupun berburu.  Begitu juga menjual barang yang 
terkena najis yang tidak mungkin bisa disucikan. Tapi, diperbolehkan 
menjual kotoran sapi, onta, domba sebagai pupuk untuk menyuburkan 
tanaman. Menurut Syafiiyah dan Hanabilah, tidak diperbolehkan menjual 
babi, bangkai, daraḥ, minuman keras dan barang najis lainnya, begitu juga 
seekor anjing, walaupun ia sudah terlatih. Tidak diizinkan menjual barang 
yang tidak ada manfaatnya, seperti hewan melata, macan atau srigala yang 
tidak cakap untuk berburu. 
Ulama Hanafiyah dan Dzahiriyah membolehkan jual beli barang najis 
jika memang ada manfaat di dalamnya, sepanjang tidak ditemukan nash 
yang melarangnya.  Jual beli dilakukan karena adanya nilai manfaat, setiap 
yang bermanfaat boleh diperdagangkan.  Menurut Malikiyah, Syafiiyah 
dan Hanabilah, perniagaan barang najis tidak di perbolehkan, setiap 
barang yang suci dan diizinkan untuk dimanfaatkan secara syar'i, boleh 
diperdagang.  
7. Bai‟ Arbun 
Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal oleh ulama 
fiqh dengan istilah bai‟ arbun. Bai‟ arbun adalah sejumlah uang muka 
yang masuk akal pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia 
bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian pemesan 
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sepakat atas barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual heli dan 
uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) 
yang disepakati. Bila kemudian orang menolak untuk membeli aset 




Ulama fiqh berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur 
ulama (kebanyakan) mengatakan bahwa bai‟ arbun merupakan jual beli 
yang dilarang dan tidak shahih. Menurut madzhab Hanafiyah, merupakan 
jual beli yang fasid (rusak), dan respon batil oleh sebagian ulama lainnya.  
Hal itu dilandasi atas hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa 
“Sesungguhnya Nabi melarang bai‟ arbun”, kedudukan hadits ini dha'if 
(lemah). 
Selain itu juga disebabkan bahwa dalam bai‟ arbun terdapat gharar, 
risiko dan harta orang lain tanpa adanya kompensasi. Menurut Imam 
Ahmad bin Hanbal, bai‟ arbun diizinkan dengan dalil hadits dari 'Abd ar-
Razzaq dari hadits Zaid bin Aslam berkata, “Suatu ketika Rasulullah 
ditanyai tentang „arbun dalam jual beli, maka Rasulullah 
menghalalkannya" kedudukan hadits ini lemah.  
8. Bai‟ Ajal 
Merupakan bentuk praktik jual beli di mana seorang penjual menjual 
hp nya seharga Rp 1.500.000, dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan 
mendatang. Praktis setelah kontrak jual beli selesai, penjual membeli 
kembali hp tersebut dengan harga Rp 1.250.000, secara kontan, dan 
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pembeli mendapatkan uang kontan tersebut, namun ia tetap berkewajiban 
membayar Rp 1.500.000, untuk waktu 3 bulan mendatang. Sebagian 
ulama mengatakan, bai‟ ajal merupakan rekayasa di dalam transaksi ribawi 
yang dikemas dengan transaksi jual beli.
46
 
Menurut Malikiyah akad jual beli ini batil jika ditemukan indikasi 
niatan yang tidak baik (dosa). Dengan alasan, untuk mencegah terjerumus 
dalam kerusakan (saddan li adz-dzari'ah). Syafiiyah dan Dzahiriyah 
Pernyataan keabsahan bai‟ ajal karena rukunnya telah lengkap, adapun 
niatan yang baik, hal itu dapat dikembalikan kepada Allah. Menurut Abu 
Hanifah, secara dzahir akad jual beli ini sah, dengan catatan ada seorang 
muhallil (pihak ketiga yang melakukan pembelian hp dari pembeli 
pertama, kemudian ia menjualnya kepada penjual pertama). 
9. Bai‟ Inah 
Adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli.  
Misalnya, Salwa menjual mobilnya seharga Rp. 125.000.000, kepada 
Najwa secara tempo dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan 
mendatang. Sebelum waktu pembavaran tiba, Salwa membelinya kembali 
dari Najwa dengan harga Rp. 100.000.000, secara kontan. 
Najwa menerima uang tunai tersebut, tapi ia tetap harus membayar 
Rp. 125.000.000, kepada Salwa untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. 
Selisih Rp.25.000.000, dengan adanya perbedaan waktu merupakan 
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10. Bai‟atan fi Bai‟ah 
Rasulullah saw telah melarang bentuk jual beli bai‟atan fi bai‟ah 
dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari „Amr bin 
Syu‟aib serta imam lainnya. Namun, Rasulullan saw telah melarang 
bentuk jual beli bai'atan ulama berbeda pendapat dalam memberikan 
penafsiran konsepsi bai'atan fi bai'ah. 
 Imam Syafii menjelaskan, bai'atan fi bai'ah ini memiliki 2 
penafsiran, 1. Seorang penjual mengatakan;  saya menjual barang ini 2000 
Real (mata uang Arab Saudi) secara tempo dan 1000 Real secara kontan, 
terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa 
adanya satu piliharı pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak. 2. Saya 
akan menjual rumahku, tapi kamu juga harus menjual mobil kamu 
kepadaku. Alasan dilarangnya bentuk transaksi pertama adalah adanya 
unsur gharar karena ketidakjelasan harga, pembeli tidak tahu secara pasti 
harga dalam akad yang disepakati penjual. Bentuk kedua dilarang karena 
mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Penjual memanfaatkan 
kebutuhan pembeli dengan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan 
kemungkinan akan mengurangi nilai keridhaan pembeli. 
Menurut Hanafiyah, jual beli ini hukumnya fasid karena tidak ada 
kejelasan harga, apakah dijual secara kontan atau tempo. Jika penjual dan 
pembeli menentukan secara pasti harga yang diinginkan harga kontan, 
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maka akad jual beli sah. Menurut Syafiiyah dan Hanabilah, akad jual beli 
ini hukumnya batil, karena ini merupakan bentuk jual beli gharar yang 
terdapat jahalah di dalamnya, tidak ada kepastian tentang objek akad. 
Menurut Imam Malik, akad jual beli ini sah dengan catatan pembeli 
memiliki hak khiyar, misalkan, ia memilih untuk membeli barang tersebut 
dengan harga kontan atau sebaliknya. 
11. Bai‟ Hadir Lil Bad 
Merupakan bentuk jual beli di mana seorang supplier dari perkotaan 
ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak melihat perkembangan 
dan harga pasar. Supplier akan membeli barang dari produsen dengan 
harga yang relatif murah, dan mereka memanfaatkan ketidaktahuan 
produsen. Sehingga nantinya, pemasok dapat menjual komoditi dengan 
harga yang relatif mahal di perkotaan Secara sederhana bisa dikatakan, 
pemasok memanfaatkan ketidaktahuan produsen untuk mendapatkan 
keuntungan. 
Menurut ulama, bentuk jual beli ini dilarang untuk melaksanakan 
tindak eksploitasi, dan menjaga hak-hak orang pedesaan. Selain itu, juga 
akan meringankan beban pelaku pasar dengan harga yang relatif rendah. 
Menurut Hanafiyah, larangan ini dikhususkan pada saat terjadi inflasi, di 
mana demand (permintaan) masyarakat terhadap komoditas tersebut 









12. Talaqqi Rukban 
Merupakan transaksi jual beli, di mana supplier menjemput produsen 
yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini tidak dibolehkan 
dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam bai‟ hadir lil bad. Secara 
asal, jual beli ini sah, dengan catatan, produsen memiliki hak khiyar dari 
penipuan harga. 
13. Bai‟ Najsy 
Rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (false 
demand). Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan 
penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang 
tinggi. Bai‟ najsy merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan 
menciptakan permintaan palsu. 
Menurut Malikiyah dan Hanabilah, jual beli ini sah dengan adanya 
khiyar ghibn (jika penipuan yang dilakukan melebihi kewajaran, maka jual 
beli batal). Menurut Hanafiyah dan Syafiiyah, jual beli sah, tapi ada di 
dalamnya dosa (makruh tahrim), jika memang harga yang disepakati 
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G. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli 
Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah 
Swt ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian bangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian 
Allah Swt menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkannya sebuah jalan yang adil 
untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan 
kemudaratan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang 
lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah Swt mensyariatkan jual 
beli sebagai jalan yang adil tersebut.
50
  
Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan 
kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan 
manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya 
itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar.
51
 Dengan adanya 
jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk 
mencapai aspek kehidupannya. Misalnya, orang dapat bercocok tanam 
disebabkan kekuatan jasmanilah dan ilmu bercocok tanam yang telah 
diilhamkan oleh Allah kepadanya sehingga ia dapat menjual hasil panennya 
kepada orang yang tidak sanggup menanamnya, tetap mampu menyerahkan 
uang pembeliannya. 
Jual beli ini dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam 
beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat 
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memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada 
orang banyak. Berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang 




Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya 
kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua 
belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil 
harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariatan jual beli ini 
terdapat hikmah dan rahmat dari Allah Swt, sebagaimana firman-Nya berikut 
ini:  
 ٌَ ْٕ قُُِ ْٕ ٍو ٌُّ ْٕ ب نِّقَ ً ِ ُاْك
ٍَ للّاٰ ٍُ ِي ٍْ اَْاَس َي َٔ  
 
Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-




Di lihat dari konteks ini dapat di pahami bahwa, Al-Qur‟an dapat 
diperankan secara efektif termasuk dalam rangka pemeliharaan ketertiban 
umum dan keamanan, kerusakan seharusnya disebabkan oleh kekuatan 
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 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian penulis berdasarkan penelitian 
yang telah dilakukan dilapangan yaitu: 
1. Pelaksanaan Jual Beli Cacing Nipah (Pumpun) Pada Toko Oke Pancing di 
Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan dilakukan oleh 
masyarakat yang memiliki hobi memancing udang ataupun ikan, dan 
penjual membeli cacing nipah sekitar 100 ekor perminggu pada distributor 
yang ada di Batubara dan Tanjung Balai. Namun dalam praktek jual beli, 
pemilik toko menjual cacing nipah perekornya dengan harga Rp. 10.000,. 
dan sudah tersedia didalam wadah ataupun plastik sehingga pembeli tidak 
mengetahui ukuran cacing nipah tersebut.  
2. Sehubungan dengan banyaknya peminat yang membeli cacing nipah, maka 
hal itu dihalalkan bahkan sah diperjualbelikan, karena pembeli ridha 
dengan ketentuan penjual yang menyatakan bahwa besar dan kecil ukuran 
cacing nipah harganya tetap sama. Dan ada juga pembeli yang tidak ridha 
karena menurutnya hal tersebut merugikan, karena ukurannya berbeda 
namun harganya tetap sama.  
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, 





beli cacing nipah (pumpun) pada Toko Oke Pancing di Kelurahan Gunting 
Saga Kecamatan Kualuh Selatan, sebagai berikut: 
a. Sebelum melakukan transaksi jual beli, hendaknya penjual dan pembeli 
harus mengetahui apakah barang yang diperjual belikan layak untuk 
dijadikan objek jual beli, agar penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan. 
b. Alangkah lebih baik penjual dan pembeli mengetahui rukun dan syarat jual 
beli sesuai dengan Al-Qur‟an dan Hadis Rasulullah SAW, agar transaksi 
jual beli yang dilakukan tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya 
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN 
DAFTAR WAWANCARA 
 
A. Penjual Cacing Nipah (Pumpun) 
1. Menurut Ibu sudah berapa lama praktek jual beli cacing nipah (pumpun) 
ada di Toko Oke Pancing? 
2. Menurut Ibu minat masyarakat dalam jual beli cacing nipah (pumpun) 
semakin berkurang atau bagaimana? 
3. Berapakah harga cacing nipah (pumpun) tersebut? 
4. Dari manakah penjual mendapatkan cacing nipah (pumpun) tersebut? 
5. Berapakah keuntungan yang didapat? 
6. Mengapa anda menjual cacing nipah (pumpun) tersebut? 
 
B. Pembeli Cacing Nipah (Pumpun) 
1. Apakah anda sering membeli cacing nipah (pumpun)? 
2. Untuk apakah cacing nipah (pumpun) tersebut? 
3. Apakah anda pernah komplen mengenai harga cacing nipah (pumpun)? 
4. Apakah anda mengetahui besar atau kecil ukuran cacing nipah (pumpun) 












PELAKSANAAN JUAL BELI CACING NIPAH (PUMPUN)  
PADA TOKO OKE PANCING 
 
A. Penelitian  
Kuisioner ini ditujukan untuk tugas akhir skripsi dengan judul” 
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Cacing Nipah (Pumpun) Pada 
Toko Oke Pancing Di Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh selatan”, 
dalam hal ini penulis mengharap bantuan dari pembeli cacing nipah (pumpun) 
untuk mengisi kuisioner dibawah ini untuk manfaat praktis dan akademis. 
Segala data yang diisi oleh responden akan dijaga kerahasiaannya, atas 
bantuan dan partisipasinya penulis ucapkan terimakasih.  
 
B. Petunjuk Pengisian  
1. Isilah terlebih dahulu identitas responden  
2. Bacalah pertanyaan kuisioner dibawah ini dengan baik dan teliti  
3. Pilihlah saah satu jawaban dari soal-soal kuisioner dengan cara melingkari 
jawaban yang telah disediakan  
4. Dalam pengisian kuisioner responden diharapkan untuk mengisi secara 
jujur  
 
C. Identitas Responden  
Nam :  
Junis kelamin  :  
Umur   :  





D. Pertanyaan   
1. Apakah anda mengetahui tentang praktek jual beli cacing nipah 
(pumpun)?  
a. Iya   b. Tidak   
2. Pernahkah anda mendapatkan cacing nipah (pumpun) yang ukurannya 
berbeda?   
a. Iya   b. Tidak   
3. Apakah anda mengetahui aturan dalam penjualan cacing nipah (pumpun)?  
a. Iya   b. Tidak   
4. Apakah anda mengetahui harga cacing nipah (pumpun)?  
a. Iya   b. Tidak   
5. Apakah anda pernah komplen mengenai ukuran cacing nipah (pumpun) 
berbeda namun harganya tetap sama?  
a. Iya   b. Tidak   
6. Apakah anda pernah mendapatkan bonus apabila membeli banyak cacing 
nipah (pumpun)? 
a. Iya   b. Tidak   
7. Apakah anda pernah menanyakan kepada penjual bagaimana kondisi 
cacing nipah (pumpun) sebelum diperjual belikan?   
a. Iya   b. Tidak   
8. Menurut anda, apakah penjual melayani apabila anda melakukan 
komplen? 
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